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KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

harapan Bangsa lndonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menc€rpai tujuan serta cita-cita bangsa.

Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas

akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada rakyaUmasyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan lnstruksi

Presiden Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinefia lnstansi Pemerintah.

lnstruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap lnstansi Pemerintah sebagai unsure

penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi

dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP).

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun Anggaran 2020 ini adalah berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dari

semua pihak. Kami menyampaikan terimakasih kepada setiap pihak pada Jajaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah

berupaya untuk meningkatkan komitmennya dalam rangka peningkatan kualitas

Laporan .

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP), semoga

menjadi bahan informasi yang berguna bagi semua pihak.

AGUNG BAGUS NARAYANA
. 197010291991031002
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BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam penaujudan Good Governance, pemerintah d; tuntut untuk meningkatkan

akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-

prinsip Good Governance. United Natians Development Program (UNDP) mengajukan

sembilan karakteristik Good Governance yang salah satunya adalah accountability

(akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas

penerapan Good Governance dalam acuan umum penerapam Good Governance pada

sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik lndonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban

dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(LAKIP)- LAKIP rnerupakan cerminan pres{asi sebuah instansi serta e raluasi terhadap

berbagai progran kefja. Baik burukrya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi

instansi unfuk meningkatkan abu mernperbaiki kinerjarrya. Penyusunan LAKIP berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu lahun sesuai visi, misi tujuan atau

sasaran dan program yang realitas dengan filemperhitungkan potensi, peuang dan kendala

yang ada atau mungkin timhJl. Ham penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akurdatrilitas

kinerja instansi pmerintah yang merupakan suatu sistern dimana setiap instansi

nretencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau ki$erjanya sendiri serta

melapo*an ke@a instansi yang bbih tinggi dan menjadi aht penilai tefiadap kuantitas

dan kuafftas kerja-

Kantor lmigrasi Kebs ll TPI Siak rne{upakan salah satu Unit Pebksana Tekhnis yang

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kanlor Imigrasi Kelas ll TPI

Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis

Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wlayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor: M.02.PR.07.04 Tahun 2004

tanggal 09 Agustus 2004 Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak ditetapkan sebagai Unil

Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan

wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

m €_Fi 
il-'"-";;;;-,;-;*-";-;** i



Geografis kabupaten Siak memiliki Luas Wilayah 8.556,03 Km2 pada Titik Koordinat

10 16" 30" - 00 20" 49" lintang utara dan 1OO 54" 21" - 102 10" 59" Bujur Timur. Komposisi

penduduKerdisi dari masyarakat melayu 88% (Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan

Pe@ang) f(etwur}an Chinm 7% (ped4anS), suku jawa 3 % (Petani dan Sektor informal)

dan yang berGal dari daerah lain 2%- Secara fisik geografis memilki kaurasan pesisir

pantai yang bertranpiran dengan seiumbh negarra tetanggga dan mmuk ke dahn dae€h
segitiga pertumbuhan (Groudr Triangle) yaitu indonesia malaysia dan singapura.

Penyusunan L-aporan Akunbbililjas Kineda lnstansi Pemerintah (LAK|P) tahun 2O2O

Kanbf lnt rasi lmigrasi Kehs ll S;iak ini at6 dasar lnstru*si Presiden RepuHk lndonesia

(lnpes) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja lnstansi Penerintah, yang

merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan sudu kegiatar/prograrn

dalam mewujudkan visi dan mbi lmigrasi Kebs ll Siak dan sebagai pertanggungjarrvaban

pehfsanaan twas instansi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apardur Neg€ra

dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik lndonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 20'12 Tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja lnstansi

pemerintah.
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Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud Penyusunan Lakip

Maksud penyusunan Lakip Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak adalah untuk :

b.

Memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta obyektif tentang

setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi dan pencapaian

hasilnya, yang dilaksanakan oleh Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak.

Menetapkan skala prioritas program dan rencana kegiatan dalam

pelaksanaan tugas di bidang Keimigrasian.

Menjamin terselenggaranya setiap program dan kegiatan yang

diamanatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

kepada Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak, karena dengan adanya Lakip

tahun 2020 berarti setiap program dan kegiatan tersebut harus senantiasa

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja setiap Seksi / Sub Bagian Tata

Usaha pada Kafitor lmigrasi Kelas ll TPI Siak-

Memberik€n informasi )rang komprehensif kepada publik atau masyarakat

tentang ber@ai perer€nauin program dan kegiatian yang dilakukan

Kautor lmigrasi lGhs ll TPI Siak.

2,2 Tuiuan Penyusunan Lakip

Tujuan penyusunan Laporan Bubnan l(antor lmigrasi Kels ll TPI Siak adalah

untuk:

a ll€njadi dokurnen, batEn evaluasi, serla acuan penentuan kebi.iakan

Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak bulan berikutnya.

b. Menjadi sarana pertanggurqjahraban dan pengaturan serta pengendalian

pelaksanaan strategi, kebijakan, program juga kegialan yang telah

diamanatkan kepada Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak.

c. Membangun sinergi pada Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak dalam rangka

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan .

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Keda Kantor lmigrasi, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang Meliputi :

d_
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3.1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya
manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi

dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang

milik negara, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

r' Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusja, tata usaha, pelaksanaan

dan pengendalian internal.

r' lGogrh Urusan Umum

Melakukan penytapan tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negaa

dan rumah negara

/ Kepab Urusan Keuangan

Melakukan melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan

rencanan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

3.1.2 Seksi Lalu Lintas dan tsin Tinggal Keimagrasian

Sub Seksi Lantaskim mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor

lmigrasi Kelas ll TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dan lzin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan

pelayanan dokumen peialanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas dan lzin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin
tinggal keimigrasian;

b. pelayanan paspor;

c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;

d. pelayanan pas lintas batas;

e. pelayanan izin tinggal;



1.

s.

h.

t.

j.

k.

t.

m.

pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;

pelayanan izin masuk kembali;

penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan
surat keterangan keimigrasian

pelayanan surat keterangan keimigrasiani

pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;

pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;

pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan

penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan lzin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

a- Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan

Subseksi Lalu Lintx Keim$raian mernpunyai tugas melakukan penyiapan

perryrlsman rencana, pebksanmn, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang

asing, pas lintas batas, pernerksaan dokurnen perjalanan dan dokumen

keilnigrasian, pemberiafl tanda masuk dan tanda kehjar, dan penolakan

psnberian tanda rmsuk dan tanda keluar.

b. Subseksi lzin Tinggal KeimQrasbn.

Subseksi lzin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusun.]n rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pehporan di

bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan

keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan,

penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status

keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan

keimigrasian.

3.1.3 Seksi Teknologi lnformasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi lnformasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas

melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi

dan komunikasi keimigrasian.



Seksi Sistem dan Teknologi lnformasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi lnformasi Keimigrasian terdiri atas:

a. Subseksi Teknologi lnformasi Keimigrasian;

Subseksi Tekno@i lnformasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan

penyiapan peoyusurxm rerrcana, pdaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan

pelaporan di bidang pernanf;astan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan

teknologl inbrmasi keim(lrasian -

b. Subs€ksi lnformasi dan Kornunkasi Keimigmsian.

Subseksi lnformasi dan Komunik6i Keimigrasian mempunyai fugas melakukan

penyrrapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengumpulan, per€obhan, dan penyajian data keimigrasian,

pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan

masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3.1.4 Seksi lntelijen dan penindakan Keimigrasian

Seksi lntelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan

penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi lntelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan,

dan penindakan keimigrasian;

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelten keimigrasian;

6



d. penyajian informasi produk intelUen;

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi

vital keimigrasian;

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;

g. pelaksanaan tindakan admini$tratif keimigrasian; dan

h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi lntelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

a. Subseksi lntelijen Keimigrasian; dan

Subseksi lntelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan

intelijen kemigr*iar, penyajian infonnasi produk intelijen, pengamanan personil,

dokutnen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan

penwsunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyiltikan tindd< pidam keimigrasian, lindakan administratif keimigmsian,

dan pemulangan orang asing.

.d r f -..-' -; ;;-';-; ;;,-;*-* - - it€ ts'rr
, {ii-..r' r I t



I. STRUKTUR ORGANISASI

B0rdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hek Asa6l Manuala Ropubllk lndon€sla
Nomor 1g T0hun 20'18 Tcntang Organlsasl Drn Tala Keda Kantor lmlgrasl

YUtlSNaAN,Aumd

NrP. 19770205 201012 1001

PTNGATUR (I/d



DASAR HUKUM

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak

berpedoman pada :

a. Undang-undang Nomor06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 201 1 tentang keimigraian

c. lnstruksi Presiden Republik lndonesia (lnpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik lndonesia Nomor: M.55.UM.06.05 Tahun

2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia.

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refofinasi Birokrasi

No: 29 Tahun 2010 Tenhng pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan

akur abilitas kineda dan pelaporan akuntabilitas kineda instansi penrerintah-

f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor :

M.Hil{}5.PR-03.01 Tahun 2o12 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabililas Kinerja lnstansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesh.

g, Surd Keputusan Mented Kehakirnan dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia No.

M.02,PR.07.& Tahun 2fiX Tanggal 09 Maret 2fi)4

h- Perafuran Menteri Hukum flan Hak Asasi Manusia Republik lndoresia Nomor 19

Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor lmigrasi.

PERMASALAHAN

Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur, namun masih terdapat

beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. TATA USAHA

a. Urusan Kepegawaian

/ Kurang sumber daya manusia dalam kegiatan administrasi kepegawaian;

/ Listrik sering hidup mati (lidak stabil) yang menyebabkan perangkat sering rusak;

/ Anggaran Pengelolaan Kepegawaian masih kurang

X 
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b. Urusan Keuangan

r' Masih sangat minimnya anggaran untuk perawatan peralatan dan mesin serta
perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DlpA lahun 2020

Urusan Umum

/ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan peralatan dan mesin dalam

anggaran DIPA tahun 2020.

/ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan gedung dan bangunan dalam

anggaran DIPA tahun 2020

2. Seksi Lalu Lintas dan lzin Tinggal Keimigrasian

untuk seksi Lalu Lintas dan lzin Tinggal Keimigrasian masih terdapat hambatan ataupun
permasalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

a. TPI Sbk

Kegiatan TPI Siak tidak maksimal, mengingat sudah berhentinya ferry angkutan
peflumpang tujuan Mabysia pada Mei 2O14. dan hanya melayani penyetesaian ABK
kapal^

b. Pebyanan Pengurusan SPRI

Pada bagian pelayanan, jumlah pehrgas masih sangat kurang- Dimana .t orang
pegar*ai merangkap unfuk mehkukan 2-3 pekerjaan sekaligus dipelayanan maupun

dib4ian umum.

Seksi lntelijen dan Penindakan Keimigrasian

a. Kurang peralatan perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja,

b. Dengan diterbitkan Nota Dinas Rotasi Pegawai di lingkungan Kantor lmigrasi Kelas ll
TPI Siak.

c. Layout ruang lnteldakim saat ini masih kurang mendukung untuk menunjang tugas dan

aktivitas kerja.

4. Seksi Teknologi lnformasi dan Komunikesi Keimigrasian

a- Untuk pelaksanaan tugas seksi Tikkim belum adanya pejabat struklural untuk mengisi
jabatan kosong sebagai kepala sub seksi teknologi informasi keimigrasian dan kepala

sub seksi lnformasi dan komunikasi keimigrasian,

b. Membutuhkan saranan prasaranan alat penungjang untuk kegia Tikkim, seperti

computer yang memiliki daya untuk mengedit video dan edit gambar serta kamera



yang bisa menunjang alat sebagai dokumentasi untuk memberikan informasi

sarana komunikasi di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI siak.

;'l 
-r*'-;- -;-,;;;A i; il - - 
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANASTRATEGIS

Seliap Program dan Kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kantor lmigrasiKelas

ll Siak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Rl Tahun

2015-2020. Oleh karena itu, Strategi dan Kebijakan dari Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak tidak

bisa dilepaskan begitu dari apa yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dimaksud.

Sasaran strategis ini akan mudah dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar

Seksi/Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak. Strategi yang relevan ialah

kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinergis baik internal maupun ekstemal

mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi

berikut :

1- TerlaksananF Tugas Keimigrasian di Sub Bagian Tata Usaha;

2. Terhksananya Tugas Keimigrasian di Sel€i Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi

Keimigrasian;

3. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Sd(si Lalu Lints dan lzin Tinggal Keimgrasian;

4. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi lnteliFn dan Pengawasan Keimigrasian.

Rensfa yang dimiliki Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak tetap akan mempefiatikan acuan

yang da yaitu visi, misi, motto dan janji layanan yang tidak lain merupakan visi, misi, motto dan

janji layanan Direktorat Jenderal lmigrai yaitu visi "llasyarakat memperoleh Kepastian

Hukum', misi flelindungi Hak Asasi flanusia', mofto 'Iuetayani dengan Tulus", dan janji

layanan 'kepastian dalam hal pensyaratan, biaya rnaupun waktu penyelesaian".

Visi, misi, motto dan janji layanan tersebut adalah pondasi penyusunan perencanaan

strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya eksistensi organisasi dan merupakan

alasan dasar berdirinya o.ganisasi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang di

dalamnya mengandung isi tentang proses perencanaan strategis, menunjukkan secara jelas apa

yang hendak dicapai, mengandung apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan

mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan Kantor lmigrasi Kelas ll TPI

Siak.

Selanjutnya Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak menetapkan perenc€rnaan kinerja Tahun

2015-2020 yang dalam proses pencapaiannya, adapun perencanaan strategis dimaksud adalah

sebagai berikut :

f, 
-;;;; ;;;t-;,.,-i-; ;; - - 
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3.

4.

1. Adanya nilai tambah dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik serta peningkatan

efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepastian dalam pemberian layanan

keimigrasian kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan Pelayanan pemberian SPRI dan Perizinan serta Status

keimigrasian berbasis sistem.

Meningkatkan Pelaksanaan lntelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka penegakan

Hukum berbasis sistem.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satker

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2O2O

Menindaklanjuti Renstra Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak yang sasarannya telah

ditetapkan akan direalisasikan pelaksanaannya melalui proses tahapan yang telah dibagi

kedalam 4 trimJbn, dengao prograrn peningkatan pdayanan dan penegakan hukum

keimigrasian se@ai berikut :

1- Adminis{ratif Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor l/Mlayah Kementerian

Hukum dan HAM Riau diperuntukan Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak

2. Dokurnen p€rerrcanaan dan Pengelohan Anggaran, Laporan kegiatan dan Pembinaan,

Layanan Perkar oran

3. Peningkatan pemberian SPRI dan lzin tinggal di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak

4. Peningkdan Sarana dan Prasarana di lGntor lmigrmi Kelas ll TPI Siak

Adapun hndasan operasiirytal yang digunakan dalarn penyusunan Rencana Kerja,

Program Keda dan Kabnder keda antara bin :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nornor: 7 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian

Hukum dan HAM Rl tahun 20'15-2020

2. DIPA Kantor Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak Nomor : DIPA tanggal 19 Desember 2019

Nomor : SP DIPA/o 1 3.06.2.66454412020.

3- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor lg Tahun

2018 Tentang Organisasi Dan Tata Keria Kantor lmigrasi.

-1-----------ii r-a.ie ZOzo x. o.lmbrai Xoh- tpt Sid( :
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Dalam hal ini ada 5 (Lima) Kegiatan yang diturunkan ke Kantor Kantor lmigrasi Kelas ll

TPI Siak melalui DIPA tanggal '12 November 2019 Nomor : SP.DIPA- 013.06.2.66/r544n020

yang meliputi :

Rp, 236,758.1[0

5254.0't8
Pefl yelexlogtrarn Pelayanan

Rp. 58:t-484.000

5254,951
kyananSaramdan fte€m Rp-:169.,t33,fl10

5254.970
l-ayatton Orl(rr€an lklailrF.r
Safi(er

Rp- 1-006-.163-fll0

t4



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari setiap mata anggaran dalam Dafiar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 per 31

Desember 2020 dapat dilihat dari angka persentase penyerapan secara keseluruhan sebesar

80,48%, dengan rincian seperti yang dUabarkan dalam tabel berikut :

Adapun pengukuran kinerja Seksi/Sub Bagian Tata Usaha Kantor lmigrasi Kelas ll TPI

Siak Tahun 2020 per 30 Desember 2020 sebagai berikut:

-------------i i'i r-ar+ zOm l(atttor tnbralii xeta- tt TPt Siat I[- tr

Lo.oor Kode dan tlenla
Srlb l(egiabn

&ggaran OuFl,t

Pagu
tRp)

Tot l Realisef,
lRp' Totrl R€rli3ari

ryohmel
Told Progres

t*l
1 2 3 1 5

525/.^O17
Penyebnggalaan
Penegakao Huktln
Keimiorasian

Rp. 236 758.000 Rp- 13O.5S!.1m 11 LHK 35_16 %

5254.018
Penyelenggaraan Petayanan
Keimirasian

Rp. 58:i.i42.00o Rp- 218.898 50O 31 0O Dokurnen 47_ffi%

5254-951
Layanan Sarana dan
PrasaraE hbrnd

Rp- 369.433.0m Rp. 359.704.240 1 Layanan 91.37 %

5254-9m
layamn Dukungan
Ma|afttrsr Satter

Rp. '1.fl)6.4fXl.0OO Rp. 468.,la4-475 1 Layaflan 46.55%

5254_994
t-avalan Fed({lioran

Rp. 2.726.144.000 Rp. 2.723-719.553 1 Lryanan s9.91 %

Total Rp. 4.9222t0.0m Rp. 3.8/fi.157-568 8O-/r8 %
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1. Seksi Teknologi lnformasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tahun 2020

1. Pembuatan laporan Pengumpulan Data Statistik dan dikirim manual serta via email
ke pusdakim@imiqrasi.oo. id dan divim riau@imiqrasi.qo.id se{iap arnl butan.

2. Penyusunan berkas pennohonan SPRI 24 Halaman yang telah selesai sebanyak

0 berkas.

3. Penyusunan berkas permohonan SPRI 48 Halaman yang telah selesai 2100

berkas

4. Penyusunan berkas permohonan KITAS yang telah selesai sebanyak 167 berkas

5. Penyusunan berkas permohonan VISA yang telah selesai sebanyak 17 berkas

6. Penyusunan berkas permohonan EPO yang telah selesai sebanyak 25 berkas

2. Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

. Pelayanan pemberian SPRI 24 Halaman dari Januari s/d Desember 2020, sebagai

berikd:

nt 2a HAL Bulu &*rl Bllu &*ll Buir| Bqlu Butu Brku gd(u Butr Butu Botu

Untuk data paspor Rl 24 Hal di lGntor lmigrasi Kehs ll TPI Siak adabh nihil Buku

. Pelayanan pemberian SPRI 48 Hahman dari Januari sld Desember 2020, sebagai

berikut :

R|8 HIL B.iu Bdtu Buku Bdu Blrl(rl BEtu &dlrl Brdor 8ot! &ttrl Bltrl &d(u B$l(u

Untuk data paspor Rl 48 Hal di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak adalah 2100 Buku

. Pelayanan pemberian KITAS baru dan perpanjangan KITAS dari Januari yd Desember

2020, sebagai berikut :

Untuk data Kitas di lGntor lmigrasi Kelas ll TPI Siak adalah 167 Dokumen

. Pelayanan pemberian perpanjangan Visa dari Januari s/d Desember 2020, sebagai

berikut :

d U *-.*'"-;;;-,;;r,"*;;"*-- I
t{F Fr. r r+ tt I 16



Untuk data perpanjangan Vsa di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak dahh 17 Dokumen

. Clearence Kapal Cargo dan Tangker

Kedatangan kapal Cargo dan Tangker Januari Vd Desember 2020 : '1237 kapal

CredABK WNI : 11004 orang

CredABK WNA : 709 orang

Keberangkatan kapal Cargo dan tangker Januari s/d Desember 2O2O :1231 kapal

CTedABKWNI : 1 1730 orang

CTeWABK WNA : 732 orang

Sign On

Sign Off

: 345 orang

: 218 orang

3- Seksi lnteliien dan Penirdakan Keim[rasbn

Urtuk Pelaksanaan Tugas Seksi lntdiian dan Penindakan Keimigrasbn sebagai berikut :

a. Projustbb

PRQ'USTISIA
PE UTfUTA SIDAI{G

Untuk Projustisia di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak adalah Nihil

TA(0000000000000

Untuk Thdakan Administrasi Keimigrasian di l(antor lmigrasi Kelas ll TPI Siak adalah

nihil Dokumen

-1-----------ii f-etp ZOzO l(.rb.lrritr..ti KeLr ll TPI Si.* :

PL

b. Tndakan Administratif Keimigrasian
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C. TIM PORA

PROVINSI

I(ABTJPATEN
A. SIAK

RAPAT K(X'RIIIIIASI
WAKTU IGTERAXGAI'I

PELAKSAI{AAI{

SELASA Rapd
17UARET2O2O Pengarvasan

e-a'tg Aseqg
TnSt(d

fda*enDan
l€cafllakl

SETASA Rapat
0SSEPTEMBER P€mb€ntukan

2020 kne l(ecamatan
'l'irqpora Yaihl

Kerinci
l(dlan,Gasib,
Sabak Auh"

k&rkHarn,
Surgai rnarlau

OPERASI GABUTGAII
WAT$U KETERAXGAN

PELAKSAIIAAII

IGCAMATAI{
a- KANDIS

b^ TUATANG
C SIAK

SENIN OPERASI
?7JIj,LI2'}M GABUNGAN

PT. BANGUN
IIARWAII BUMI

MEINYlJ
PT. PAI.ICA EKA

BINA
PLYWOOD

f] 
-*;;;,.".*.-l-.r-. 

x"r"=ir-rn ; - -1
lt I
tt I
I l------ -- ---
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4. Urusan Keuangan

Untuk Pelaksanaan Urusan Keuangan di Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak dapat dilaporkan

sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 per 31 Desember 2020

berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikul :

Rp- 1.fl4.9:8.(x)0,-

q. r _1rr205.mo,-

Rp- o,-

Rp2,76,t44.00O,-

IFP}

rc.t 2.71324,-

Rp- 1-172,(ntAt -

&"o,

Rp- 2715239-,12,t,

Rp.i.S5.6,*6.153,- S9"1,t

&"t"t/O-aIr-{tr - 5-86

&'o,
Rp- 267a853553,- 94,16

w1329zU7,-

Rp 36-$7.ffr0,-

RF o,

Rp,502$.447,-

(rI

s.m

so-60

Rp- I -E26-?1trJ-mo,-

q. 36&,(l:r_000,-

&"0,-

Rp- 2"1$.136.{XX}

npt

q. l,E 9.386.r&,-

Rp.367-gt5264-

ry.0,-

ry_ 2187.351-{56

{RPI

ry. 4442.16-775,-

R9. 369.7{l t2,(}.-

Rp. o"-

Rp" 11207.951.015

.6..14 &. 978.2156.225

gi7 F9'.CnB-7il,-

- &.0,-

55.m Rp.988.18,1.9e5

tx,

99.6

s-6

/ RII + PNBP

/ Rupiah Murni {RM)

r' Pendapatan Non Pajak (Pt{P)

r
ffl!f![[t tu 3 nn sls m-

flfisflfifl[ Rp. m.l:B.(m,-

ryI Rn 4!r?2 2mflrt-

Rp-1535"6{6-153"-

Rp- l -3€8-{54-'175,-

Rp. 389.?{r2,l(t,-

Rp- 3883-ln+568,-

s-1 &. 13-&.847"-

662 Rp.1-0r5-i153-6a5,-

S?.4 Rp- 3-74-?€0,-

789 Rp- 1-l€6.0 -857,-

Secara terinci dari pagu DIPA Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak Tahun Anggaran 2020)

setelah adalah sebesar Rp. 4.922.280.000 (Empat Milyar Sembiltan Ratus Dua Puluh

Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), untuk tahun 2020 pet 31 Desember

2020 persentase capaian 80.48o/o , nominalnya adalah Rp.3.961.399.868,00 (Tiga

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan

i-] 
-."-";; ;;-r-is-.*r r"*,r rrr si*.

lr
tt I
rt-----
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Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan sisa dana anggaran Rp.

960.880.132. (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu

Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah),memberikan gambaran tentang berbagai capaian

kinerja. Namun demikian berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pembendaharaan

No SE-1 18/PB/2020 tanggal '1 1 Desember 2020 tentang batas maksimum pencairan

dana DIPA PNBP Keimigrasian Tahap Vll Tahun Anggaran 2020 ,maka pagu realokasi

anggaran kantor imigrasi kelas ll TPI Siak tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.043.825.600

(Empat Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus

Rupiah), dengan penyerapan realokasi anggaran presentasi capaian nya adalah sebesar

97.960/o, nominalnya adalah sebesar Rp. 3.961.214.796 (Tiga Milyar Sembilan Ratus

Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Enam Rupiah) dikarenakan pandemi covid-19. Laporan ini merupakan wujud

transparansi dan akuntabilitas Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak dalam melaksanakan

berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kantor

lmigrasi Kelas ll TPI Siak ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang

Keimigrasian guna peningkatan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Kantor lmigrasi Kelas ll TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang

Keimigrasian.

r' .-l__-----gf g ii L"hp 2om Krnt r amigra$ Kehs ll TPI siak :tFF,rrl
tr I 20



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Kantor lmigrasi Kelas ll Tpl
siak rahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan

capaian kinerja Kantor lmigrasi Ketas ll rPl siak pada tahun anggaran 2020. Mekanisme
penanggung jawaban bagi terwujudnya tata kelola kepernerintahan yang baik, lransparan dan
akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk
melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis
serta berpedornan pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang

terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yans telah
ditetapkan.selanjutnya, review, monatoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai
dengan sasaGn-s6aran silrdegis yang dbmanatkan dalam penetapan Kinerja tahun 2020,
untuk mengedahui dan mem*{ftafi batwa h6il serta capabn indikator-irdikator kinerja yang

telah dibksanakan tehh berjalan oSinul dan sesuai target yang ditetapkan.

tAKtP ini merupakan perwujldan pertanggungjauaban pelaksanan tugas dan fungsi,
kebijd€n, program dan kegiatan Kantor knigrai Kelas ll rpl sbk kepada masyarakat dan
pemaqgku kepenlingan (stakeholders). Dar dibud agar dapat diFrlikan sumber informasi dabm
peng:anbihn keSid<an dan keputusan, agar kinerja organisasi letth menhgkat. Dengan

dibuatnya takip ini bisa terlihd kinerja instansi yang transpa.an dan dapat menjadi patokan

untuk pening €tan dan pencapaian kinerja @a tahun mendatang.

LAKIP Kantor lmigrasi lGlas ll rpr siak rah"n|, 2o2o ini diharapkan dapat memberikan
gambaran ientang berbagai capabn kirE ja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan
akunlatilitas lGr or lmigrasi lGlas ll rpl sid( dabm melaksanakan berbagai kegiatan di bklang
Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor lmigrasi Kelas ll rpl siak rahun 2020 ini dapat
memenuhi kervajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan kinerja.

AGUNG BAGUS NARAYANA
. 19701029r991031002W-{'Pg



KEMENT'ERIAN tItjKUM DAN IJAK ASASI MANUSIA RI
KAN'I'OR WII-AYATI I{IAU

KANTOI{ IMIGRASI KBLAS II TPI SIAK
Kotnpieks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak

Telp, (0764) 800 1032 Ernail. kauirn2siak(lgrnail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorienlasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama , ANAKAGUNG BAGUS NARAYANA
Jabatan : Kepala Kantor lmigrasi Kelas Il TPI Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :MUJIYONO
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di
letapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targel
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kenerja dari perjanjian ini dengan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah

Hukum dan HAI\4 Riau

Siak, 2 Januari 2020

Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi

Kelas ll TPI Siak

ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NlP.19701029 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO SASARAN KEGIATAN INDIK,ATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatnya
Penyelenggaraan Penegakan
Hukum Keimigrasian yang
dilakukan UPT lmiorasi

Jumiah Penyelenggaraan
Penegakan Hukum Keimigrasran
yang d jlaksanakan sesuai
ketentuan

22,00 LHK

2.

Meningkatnya
Penyelenggaraan Pelayanan
Keimigrasian

Jumlah Penyelenggaraan
Pelayanan Keimigrasian yang
dilaksanakan sesuai ketentuan

7.023,00 Dokumen

3.

Terselenggaranya Layanan
Sarana dan Prasarana
lnternal

Jumlah layanan Sarana dan
Prasarana lnternal yang
dilaksanakan

1 ,00 Layanan

4.
Layanan Dukungan
Manaqemen Satker

Jumlah terselenggaranya
dukunoan manaiemen satker 1,00 Layanan.

5.
Terselenggaranya layanan
Perkantoran

Jumlah layanan perkantoran yang
dilaksanakan 1,00 Layanan

No KEGIATAN ANGGARAN

5254.017 Penvelenqqaraan Peneqakan Hukum Keimiqrasian Rp. 236.758.000,-
5254.018 Penyelenggaraan Pelavanan Keimiqrasian Ro. 583.482.000,-
5254.951 Layanan Sarana dan prasarana rnternal Rp. 369,433.000,-
5254.970 Layanan Dukungan Manaiemen Satker Rp. 1.006.463.000,-
5254.954 Layanan Perkantoran Ro. 2.718.495.000.-

JUMLAH Rp.4.914.631.000,-

, Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah

Kementerian dan HAM Riau

Pihak Pertama
Kepala Kantor lmigrasi

ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
N1P.19701029 199103 1 002

r. i'f iil, :

IYONO
198503 1 003
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KEMENTEFIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Salu set DIPA Petikan

llllffi lffi lillllillilllililfl tiltilil iltiltil iltililtil tffi ilrililtil tffi
D9:61 7?-2968.3028-0269

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.664544t2020
16Br HukLrm:

UU No, 17 Tahln 2003lentang Keuangan Negara.

UU No, I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan N6gara.

UU No. 20 Tahun 2019 t€ntang APBN TA 2020

ngan lnl dlsahkan Alokasi Anggaran Unluki

Komentedan Negara,/Lembaga I

Unll Orglnisasj i

Provlnsl

Kodg/Nama Satker i

,be8Er i

lluk keglatan-kogiatan Eebagai berlkut :

)dg dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Revisi ke 04

{013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI I\TANUSIA Rl

(06) DITJ€N IMIGRASI

(09) R|AU

(664544) KANTOR IMIGRASIKELAS IITPI SIAK
RP, 4.922.280,000 ( EMPAT MILIAR SEMBILAN FATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA FATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAFI )

.03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN
FEMBINAAN HUKUM

)dE dan Nama Progran dan Kooiatan :

3,06.10 Program Poningkatan Polayanan dan Ponegakan Hukum Kgirnigrasian
3 06.10,5254 Penyol€nggaraan Fungsi Pengkoodinaslan, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimrorasian di Wilayah
rmbsr 06na Berasal oari :

B!plah Murni

PNBP

PNBP TA Esrjalan

Plnlaman/Hibah Luar N€geri
. Plnjaman Luar N€ge

. Hibah Luar Nogeri

,ncakan dana dilakukan mglalui I

, KPPN FEKANBARU

Fp.

Fp.

Jumlah UFng

4.922.244 .004
4,822.?80.000

Rp. 2.726.144.000 4. Pinjahan/Hibah Oatam Nege

- Pinjaman Dalam Nege

Rp. 2.196.136.000 - Hibah Dalam Negerl

5. Hibah Lanosung

0 - Hibah Luar Negeri Langs0ng

0 , Hlbah Dalam Negori Langsung

O 6, SESN PBS

(008i Rp. 4.922.280.000

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

0

0

0

|rnyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DIPA Potikan ini msrupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari DIPA lnduk {Nama Program, Unit organisasidan Kementorian Neoara/Lsmbaga).

0lPA Pollkan berlungsi s€bagsl dasar pelaksanaan keglatan satker dan p€ncailan dans/pengesahan bagi Bendahara Umuh Nooara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
FQnoano Penarrkan Dana dan Perkiraan P€nerimaan yang torcanl!m dalam Halaman lll DIPA diisi s€6uai dongan rencana pelaksanaan k€giatan.
Tanggung jawab lefiadap p6nggunaan anggaran yang t6 uang dalam DIPA Petikan seponuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pangguna Anggaran-

DjPA Pglikan borlaku sejak tanggal I Januari 2020 sampai dengan 31 Desemb€r 2020.

Jskqna, 12 November 2019

A,N MENTERIKEUANGAN
DIREKTUB JENDEFAL ANEGARAN

ttd.
ASKOLANI

NtP. I966061 I 1€92021001



tnterian Negara/Lehbaqa

)Eanisasl

n6l

/Nama Sad(er

Xuasa Pengguna Anggaran

Bondahara Pengeluaran

Peiabat Ponanda Tangan SPM

Dg161 72-2968-3029-0A69

: ANAK AOUNO EAGIJS NARAYANA

: DIAN SATFIANI

: ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA

IfiililIffi tffi iltililtilil|ilililtilililtilIffi ililililliltililtilil]til

Halaman r lA.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 01 3.06.2.66454412020

IA. INFORMASI KINERJA

: (013) K€MENTERIAN HUKUM DAN HAX ASASI I]4ANUSIA Rl

: (06) DITJEN lMlcRASl

:(09) RIAU

: {664544) KANTOn IM|GFASI KELAS llTPl SIAK

rb Fungsi

'ogram

Naran Prcgram

dikalor Kinerja Program

utput Program

dikator Output Program

rgiatan

$aran Kogiatan

dikalor Kinerja Kegialan

03.03

013.06.10

01

02

01

01

01

01

5254

01

02

03

04

06

07

01

OJ

01

01

01

01

01

5254.017

01

PEMBINAAN HUKUM

Program Poningkalan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Menlngkatnya Pelayanan K6imigrasian

M€ningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

lndgks Kgpuasan lrasyarakat larhadap Layanan Keimigrasian

Perse'rlas€ P€4Lrunan Pglarggaran K€imqra6ran

Palayanan K6imigrasian

Jumlah Polayanan Kogialan yang Dis€lesaikan Sosuai Dengan Ketentuan

Psnyolonggaraan FungsiP€ngkoodinasian, Palayanan dan Penggakan Hukum Keiihigrasian di
Wayah

Meninokalnya Penyelenggalaan Fungsi Pengkoordinasian, Polayanan dan Ponegakan Hukum
Koimigraslan di Wilayah

Moningkatnya Kualitas Pen€gakan Hukum Kelmigrasian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian

Meningkalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat pemBriksaan lmigra6i

Te6olsnggaranya Layanan Manajemgn Satker

T6rcolonggaranya Layanan Sarana dan Prasarana lnlernal

Torselengoaranya Layanan Porkanloran

Jumlah Kegiatan Pemblnaan, Fdngendallan dan Pehgawasan Funq6i KelmiOrasian

Po6enlaso Penuruhan Pelanggaran Hukum Koimigrasian

Pe16eniase Peningkatan Kualilas Pelayanan K€lmiOrasian

Jumlah Kegiaian Pemblnaan dan Pengawasan yang Dilakukan

Jumlah Layanan lnternal Overhoad

Jumlah Layanan Perkantoran

lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekrctarialan Salkor

Ponyelenggaraan Ponggakan Hukum Keimigra6ian

lndoks Pgnegakan Hukum Keimigrasian

4.522.280 .00C

4.922.280.000

38400200

lndok6

Perscn

Layanan

4.924.480.000

236.75E,000utpul Kogialan
dikator O!lput Kegiatan

22 LllK



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 01 3.06.2.664544t2020

IA. INFORMASI KINERJA

llllillffi lffi ilfr illilil|ilililtil|IiltililililililililtililtillilililN
DS:61 72.2968-3028-0269

ANAK AOIING BAGIJS NAFAYANA

DIAN SATRIANI

ANAK AOUNG BAGUS NARAYANA

'nterian 
Negara/Lehbaga : (013)

)rganisasl : (06)

.,ri 
, (09)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IIJIGBASI

BIAI.J

Kuasa Pengguna Angga16n

Eendahara Peng6luaran

Poiabat Ponanda Tangan 6PM

'Nama Salkd : t664544) KANTOR IMIGFASIKELAS IITFIS|AK

rlpul Kegiatan

Jikalor Oulpul K€giatan

rFul Kegratan

iikator Output Keglatan

7.023 Dokumen

3

I Layanan

0

0

0

0

0

1 Layanan

3

1 Layanan

95

36S.433.000

5254.018

01

5254.951

01

02

03

04

05

5254.970

01

52s4.9S4

0l
02

PBnyelenggalaan Pelayanan Keimlg€sian

lndeks KeFuasan Masyarakat Teftadap Layanan Keimigrasian

Layanan Sarana dan Prasarana lnt€rnai

Jurhlah Pongadaan kendaraan b€rmotor E xr unil

Jumlah Pangadaan perangkat p€ngolah data dan kornunikasi = xx unit
Jumlah Psngadaan perelatan tasllitas porkantoran - xx unit

Luas P€mbangunan/ ranovasi 96dung dan bangunan = xx n2
LuaE Pgngadaan ianah untuk pembangunan/ rgnovasi ged!ng dan bangunan = xx m2

Layanan oukungan Manajomen Satk€r

lrdek6 Kepuasan Pongguna Layanan Kesekrotariatan Satker

Layanan Porkantoran

Raalisasi pombayaran caii dan Tunjangan = xx€/.

Fealisasi psny€diaan layanan opgrasionaldan pemgliharaan kantor = xxgo

lndoks

,Fut Kegiatan

iikator Outpul Kegiatan

rlput Kegiatan
llkator Orrtpul Kegiatan

Unit

Unit

Unit

M2

M2

lnd6ks

P6rssn

1.006.463,000

2.72A.144.A00

12 Novgmbor 2019
'Jenderal lmigra6i

ttd,

Jhonl Ginting, S.H., M.H.

NIP 19810612198S03i003

D lr6klur Jenderal lmigra6i



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544t2o2o

IB. SUMBER DANA
,nterian Negara,/Lembaga r(013) KEMENTERTAN HUKUM DAN HAK ASASTMANUSTA Rl

)rganisasl : (06) DITJEN lMlcRASl

nsi : (09) RIAU

/Nama Satker i (664544) KANTOB lMlcRASl KELAS ll TPI SIAK

Halamdn : I B.

Pagu Ekulv.l.n Fluplah
gga/an Tahun 2020 Bp.

1. Rup'al. Murn Rp.

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negefl Fp.

4. P,njamarvHibah Dalarh Neg€ri Rp.

5. Hibah Lar€sung Rp

6. SBSN PBS Rp

tian Pinjaman / Hibah I

4.522.280.000 Ket: a. P njaman LuarNogerl (1)Valula Asing US$

2.726.144.O00

2.196.136.000

0

(2)RPLN US$

b. Hibah Luar Negsri (1) Valula Asing US$

(2) BHLN US$

c. Pinjaman Dalam Negeri IDR

d. Hibah oalam Negori IDR

e. Hibah Luar Nogeri Langsun0 IDR

l. Hjbah Dalan Nogeri Langsung

o Rp.

o Rp.

o Rp.

o Rp.

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

IDR
buen

SU AER PINJATIAN DAN HIBAH

No. NPP/H per Tahun
No. Fcg16ter

1. Plnjaman Luar Nogorl
2. Hlbah Lulr Negorl
3, Plnlamen Oeleln N€gerl
4- Hlbah Delam Nsoorl

PAGU TAHUN

1) Matr U.ng NPP/H

2) Ekulvalen USD

3) Ekulvalch nupbh

RIIICIAN OANA BERDASARKAN

CARA PENARIKAN

1) PP

2) PL
3) RK

4) LC
5)-

DANA PENDAMFINO

Koda lJraian Kods Dana Kodo Dana Rp. Pdp Rp,LN Rp.Loc.Cosl

2 3 4 5 € 7 I s 10

H : Naskah Perianjian Pinjaman dan/alau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 01 3.06.2.66454412020

II. RINCIAN PENGELUARAN

I lllilllilllillllililililtil ilil tillilililtil ililililtffi fl rililil tffi
DS:61 72-2968-3028-0269

,nlorian Nogaa/Lombaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI |\4ANUSIA Rl

Jrganisasi : (06) DITJEN IMIGRASI

nsi : (09) FIAU

/Nama Sarker : (664544) KANTOR |MIGRAS| KELAS TPt SIAK

rnangan :(KD)
Halaman i ll.

(dalEFn rlbuan rul

JDE URAIAN SATKER/PROGFAMiKEGIATAN/OUTPUTiSUMBER DANA

BELANJA

LOKA9Y
KPPi{

CARA
PENARIKAI

REOIAIEF
PEGAWAI

t51l

EARANG

l52l

MODAL

I53l

BA]{TUAN
sostAL

IsTl

LAIiI-LAIN

Issl

JUMLAH
5EI-URUH

't 2 3 4 6 7 B 0

4544

3.06.

t54.017

04

154.018

04

r54.951

04

t54.970

04

:54.994

OJ

KANTOR IMIGRASI KELAS IITPISIAK 1.5/t8.939 2.976.759 396.588 4.922,260

008

09.09

008

00.00

008

0s.0!

008

09,0s

00E

progr'm Ponin0katan Pohyrnan dan Penegakan Hukum Koimlgrastan 1.5/$.939 2.976.753 t96.588 4.922,284

Pchyolenggaraan Fungsl Pengkoordlneslan, potayrnrn drn P€nogrkan Hukum
Kolmlgr.sl.n dl Wlayah

1.sila.939 2.976.753 396.588 4.022.28(

Psnyo_l€nggaraan Pen€9qkan Hl,tum Keilnigrasian 236.758 238.75€

PNAP

P6ny€lenggaraan Pelayanan Ksimigrasian

236.758

583.482

236.75€

583.4€2

PNSP

Layanan Sarana dah Prasarana lnlernal

s83.482

369.433

583.482

369.433

PNBP

Lay_anan_Dukungan Manaj6m{ 9q!1q 979.308

359-433

27.155

369.433

1.008.463

FNSP

Layanan Porkanioran 1_54A.939

979.30€

1.177.205

27.155 1.006.463

2,726.144

Rlil 1.549.939 1 .177.205 2.726.144

JUMLAH 1.5it6.939 2,975.753 3S6.588 4.022.2t0

Jakarla, 12 Novomber 2019
Dkeklur J6ndoral lmlgra6i

fid.

Jhonl Ginting, S H., M,H.
NIP 19610€12198S031003



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 013.06.2.66454412020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

rnterian Nogara/Lembaga : (013) KEMENTERTAN HUKUM DAN HAK ASASI \,IANUSIA Rl

)rganlsasi : (06) DITJEN IMIGFASI

llllillillffi lllillllilrilililtiltil]illillffi ililfrIrffi ilrililrilrffi
Dg:61 72'2968'3028-0?69

Halaman : lll.
: (09) RIAU

y'Nama Satkor i (664544) KANTOR tMtGBASl KELAS TPIS|AK
ribuan

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAT

SELURUIJAI{UAFI FESRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEI'EER OKTOBER NOVEMBEF DESEIiIEER

3 4 5 6 7 I a 10 11 12 13 14 15

654544

13.06.10.5254

KAIfTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

FENCANA PENARIKAN OANA 140.19t 431.09t 333.331 302.744 45S.57' 337.731 338 87f 525.26( 691.00r 541.30( 414.793 aaB,3f! 4.82i

51 AELANJA PEGAWAI

52 AELANJA BAFANG

53 BELANJA MODAL

Peny€lenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
P€n€Oakan Hukuh K€imiglasian di
Wilayah

121.744

r8.413

0

140.197

1t6-69r

313.561

83t

431-097

i12.206

221.079

4€

333.331

110,442

189.43!

302,74t

200.65i

256 32!

2.58!

4S9 57',

111.667

222.079

3.985

3it7.731

222.350

2.S3C

338 878

192 52i

329.79:

2.93t

525 26r

92.169

!51.867

246.97Q

691.00€

125,71t

2A7.24a

541.30(

12!,718

286.s12

2.564

414.7S3

27A.ogt

2.58A

408.37t

2.971

391

4.e2i

51 BELANJA PEGAWAI

52 BELANJA BARANG OAN BARANG

53 BELANJA MOOAL

121,784

18.413

I16.69t

313.561

83{

112.26

221.079

4t

110,48i

18S.43t

200.65:

256.32{

2.58!

111_667

222.O79

3.9a5

113.597

222.35C

2,S3[

192.52i

2931

92,16€

351.867

246.97n

1e5.711

287.241

128.33t

126.71e

286.512

2.584

27A.Agt

2,5A1

I 54r

2.971

30t

Jska a, 12 Novgnb€r 2010

Dkeklur Jendoral lmigraci

nd.

Jhoni Glnling, S.H., M,H.

NIP 19610€121989031003



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 01 3.05.2.664544t202O
IVA.BLOKIR

)nlerian NegarrLembaga :10131 KEMENTERTAN HUKUM DAN HAK ASAS \,4ANUSIA Rt

Jrganisasi : 106l DITJEN |MIGRASI

nsi : [09] RIAU

dan Nama saikor : [664544] KANTOH tMtGRASt KELAS TPt S|AK

Iiltilililtffi iltililtililtililtiltilililtiltffi ililililtiltilililtillffi
DA:61 72-2968-302S0269

HElahan i lV.A.

(dtlam ribuan rupii

KODE UFAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 12 Novomber 2019

Dlreklur Jgndsrql lmiOra6i

nd,

Jhooi Glnling. S,H., M.H.

NtP 136106121989031003



DAFTAB ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NOMOR : DIPA- 01 3.06.2.664544t2020
IVB.CATATAN

hterian Negara/Lembaga : [013] KEMENTEBIAN HUKUM DAN HAK ASAST ITANUSIA Rl

)qanisasi : [06] OITJEN IMIGRASI

n6i I [09] RIAU

dan Nama Satke. : t6645441 KANTOR lMtGRAst KELAS TPtstAK
Halaman : lV,B.

(dalem ribuan rupii

KODE URAIAII KOOE UFAIAN

JEkarla, 1? Novombor 201g

D l16ktur J€ndsral lmlgra6i

fld,
Jhoni Glnting. S,H,, M,H,

NtP 196106121983031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
Nomor SE-tlB/PBt202o

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PADA DIREKTORAT JENDEML IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2O2O

Yth. (Daftar terlampir)

A. Umum

Dalam rangka pencalran dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada Direktorat Jenderal lmigrasi di lingkungan Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun Anggaran 202O dan sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor lMI-KU.01.03-6522 tanggal 4 Desember 2020 hal Usulan Maksimum
Pencairan Tahap Vll Dana DIPA PNBP Kelmigrasian TA 2020, diperlukan petunjuk lebih lanjut
mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada
Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
Anggaran 2020.

t,

Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DlpA pNBp
Direktorat Jenderal lmigrasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal lmigrasi pada
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia_

2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal lmigrasi pada Saiuan Kerja di
lingkungan Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

o DasarlY



.)

D Dasar

7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1golPMK.o5l2o12 tentang Tata cara pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178IPMK .0512018.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519|KMK.O2|2O18 tentang Persetujuan penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktoral Jenderal lmigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-171PB,12013 tentang Ketentuan Lebih
Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PFR-02/PB|2O19

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-8/PB/2020 tanggal
6 Februari 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lslan Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2020,

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-26|PB|202O tanggal
'18 April 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lslan Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap ll Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE4O|PB|ZO21 tanggal
22 Mei 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap lll Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-731P812020 tanggal
24 September 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap lV Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-97lPBl202O tanggal
12 November 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2020.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-l041P812020 tanggal
24 November 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan Negera Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal lmigrasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap Vl Tahun Anggaran 2020.

Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direklorat Jenderal lmigrasi Tahun Anggaran 2020 pada
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1 . Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal lmigrasi sampai dengan Tahap
Vll Tahun Angg aran 2020 sebesar Rp956.162.965.683,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar
seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga
rupiah).

2- Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Keimigrasian Tahun Anggaran 2020 pada angka
I di atas terdiri alas:

a. Rp490.069.037 .440,00 (empat ratus sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh
tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan dana PNBP
Keimigrasian Tahun Anggaran 2019.

l'(t,
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b. Rp95 530"881.356,00.
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b. Rp95.530.881.356.00 (sembiian puluh lima mifiar lima ratus tiga puluh juta dejapan ratus
delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan PNBP Tahun Anggaran
2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari 2020.

c Rpl 13.936.006.065,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam luta enam ribu
enam puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke
Rekening Kas Negara bulan Februari dan Maret 2020.

d. Rp101.075.127.230,00 (seratus satu miliar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu
dua ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan PNBP Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan
ke Rekening Kas Negara bulan April sampai dengan Agustus 2020.

e Rp97.630.796.897,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan PNBP
Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan September 2020.

f Rp19.700.767 .484,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta tu.juh ratus enam puluh tujuh ribu
empat ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan PNBP Tahun Anggaran 2020 yang telah
disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Oktober 2020.

g. Rp 38.220.349.211,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh
sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) berdasarkan PNBP Tahun Anggaran 2020 yang telah
disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan November 2020.

h, Terhadap penggunaan sisa Maksimum Pencairan PNBP Tahun Anggaran 20'19 sebagarmana
pada angka 2 huruf a di atas telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp490.069.037.440,00 (empat
ratus sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat
puluh rupiah).

Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1 di atas, maka batas
Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal lmigrasi Tahap Vll Tahun Anggaran
2020 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terp,sahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan inr.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk
pencairan DIPA PNBP berkenaan, iidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada
Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ll Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan
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Tembusan;
1 Menteri Keuangan
2 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3 Direktur Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Dlrektur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan *y
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DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAM
1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa
3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru
7 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang
I Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi
'10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi
11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang
'14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon
20. Kanlor Pelayanan Pericendaharaan Negara Tasikmalaya
21 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I

22. Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
24. Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
25. Kanior Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun
26. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri
27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan
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36. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
37- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan
39. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
40. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
41 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
42. Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk
43. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pare-pare

44. Kanl$ Pelayanan Perbendaharaan Negara Palopo
45. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene
46. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari
47. Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
48. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate
49. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura 6r\yr
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